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ABSTRACT

One of the Government’s efforts to create effective and efficient governance
is through the implementation of bureaucratic reform, which is realized through
three main simplification programs: organizational structure simplification,
position equalization, and work system adjustment. Unfortunately, this reform has
not yet achieved optimal results. This study aims to analyze the implementation of
the work system policy, which represents the final stage of bureaucratic
simplification in the Paser District Government, based on the policy
implementation theory of Van Meter and Van Horn. The research employs a
descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, document
reviews, and field observations.

The findings indicate that the implementation of the work system policy is
still at the early implementation stage, characterized by an administrative-
Jormalistic approach that has not yet reached the substantive-transformational
aspect, which is the main goal of the work system policy. Although the East
Kalimantan Governor Regulation (Pergub) No. 50 of 2023 and the Paser Regent
Regulation (Perbup) No. 9 of 2024 have been issued, the policy has not yet been
disseminated. Limited supporting resources, weak communication, the absence of
operational instruments, and low implementer disposition have resulted in minimal
impact on the transformation of the civil servants’ work system. To optimize the
implementation of this policy, a systemic approach is required, targeting both
structural and cultural aspects so that the transformation of the work system can
be realized comprehensively. This includes strengthening institutional capacity,
building stakeholder commitment through structured coordination, and integrating
all necessary resources (human, technological, informational, and financial) to
support the implementation of the work system policy.

Keywords: Work System Policy Implementation, Bureaucratic Reform, and Paser
District Government



ABSTRAK

Salah satu upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif
dan efisien adalah dengan melaksanakan reformasi birokrasi yang diwujudkan
melalui 3 tahap penyederhanaan birokrasi yakni penyederhanaan struktur
organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Sayangnya,
reformasi masih belum memperoleh hasil yang optimal. Penelitian bertujuan untuk
menganalisis implementasi kebijakan sistem kerja yang merupakan tahapan akhir
dalam penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser
berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini
dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di mana pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara, telaahan dokumen dan observasi di lapangan.

Hasil penelitian penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem
kerja masih berada pada tahap awal (early implementation stage) yang bersifat
administratif-formalistik belum menyentuh aspek substantif-tranformasional yang
menjadi tujuan kebijakan sistem kerja. Dengan dikeluarkannya Pergub Kaltim
Nomor 50 tahun 2023 dan diturunkan ke dalam Perbup Paser yang ditetapkan
melalui Peraturan Bupati Paser nomor 9 tahun 2024 namun hingga sampai saat ini,
kebijakan ini belum disosialisasikan, ditambah dengan terbatasnya sumber daya
pendukung, lemahnya komunikasi, belum adanya instrument operasional serta
disposisi pelaksana yang masih rendah membuat kebijakan belum berdampak
significant terhadap perubahan sistem kerja ASN. Untuk mengoptimalkan
implementasi kebijakan sistem kerja ini diperlukan pendekatan sistemik yang
menyasar pada aspek struktural dan kultural agar transformasi sistem kerja dapat
menjadi nyata dan merata, mulai dari penguatan kapasitas lembaga, komitmen
pemangku kepentingan melalui koordinasi yang terstruktur dan mengintegrasikan
seluruh sumber daya yang diperlukan (sumber daya manusia, teknologi dan
informasi serta anggaran) untuk membantu kebutuhan implementasi kebijakan
sistem kerja.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Sistem Kerja, Reformasi Birokrasi dan
Pemda Kabupaten Paser.
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